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BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 20 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang

tidak sesuai dengan kerangka ekonomi makro daerah
dan kerangka pendanaan seperti perubahan ekonomi
regional, Nasional maupun lokal, inflasi, pelemahan
nilai tukar rupiah, pada sisi pendapatan, terjadi
perubahan target yang diasumsikan tidak akan tercapai
pada akhir tahun anggaran 2018 serta keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan
atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun
2017,

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 46
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018.

’



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat
II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1645);

. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun
1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3961);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

.Unda.ng-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ;




7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana  Pembangunan  Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817); !



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pemnbangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.




21.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah (RPJMD} Provinsi Maluku Tahun

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun
2014 Nomor 21}); '

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun
2012-2032; '
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Peraﬁgkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Tahun 2017-2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Tahun Anggaran 2018

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 46
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun
2018;

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 72
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Penday >atan
dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengeara
Barat Tahun Anggaran 2018; ;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

Pasal I
1. Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat
Nomor 46 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 46, Tambahan

Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 279).
Daerah.

Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 20 Juw 2018

i e . BUPATE MALUKU TENG(@ARA BARAT,

LASKPD 11— 2P ) PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal :23 July 2018
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

m

PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN
2018 NOMOR



